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Pada hari irri Kamis tanggal Enam Eielas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (16-A2-20231kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. HE!5DRI SEPTA Wali Kota Padang, berdasarkan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.13-686 Tahun 2AZl tanggat 29 Maret
2A2l tentang Pengesahan Pengangkatan Wali
Kqta Padang dan Pengesahan Pemberhentian
lVakil Wali Kota Padang Provinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
narna Pemerintah Kota Padang, berkedudukan
di Jalan Bagindo Aztz Chran Nomor 1 B5pass

$ia Pacah Padang, untuk selanjutnya disebut
PIHAI( IIESATU.

II. ERI CAITYADI Walikota Surabaya, berdasa.rkan Keputrrsan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368
Tahun 2A2L knggal 24 Februari 2A21 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2A2L
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2A2O di Kabupaten dan Kota pada Provinsi
Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nafila Pemerintah Kota Surabaya,
berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1

Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIIIAK ITEDUA.

PIIIAK KESATII dan PIIIAK. IOBDUA selanjutrrya secara bersama-sarna disebut
PARA PIIIAI(, dan masing-masing disebut PIHAK"



PARA PIIIAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIIIAII I(ESAT U adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi keweaangan Kota Padang
sebagai daerah otonom;

2. Bahwa PIIIAI( XEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
menyelenggarakan pemerintahan yang neenjadi kewenangan Kota Surabaya
sebagai daerah otonom;

3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan playanan
kepada masyarakat maka PrlRA PIIIAII memandang perlu bekerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebrrt di atas, sesrrai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PA,RA PIHAIT sehrju dan sepakat untuk melaksanakan
Kesepakatan Bersa-rrra tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan (untuk
selanjutnya disebut 'Kesepakatan Bersamao), dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebrgai berikut:

Pasal 1
TAXSUD DAII TUJT'AI{

{1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai aclrarr bagi PARA PII{AI(
untuk melakukan kerja sarra sesuai urusan pemerintahan yang telah
menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan
pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 T\4iuan Kesepakatan Bersama irri adalah untr.rk mengintegrasikan dan
mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara
efektif dan efisierl guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAI(
dalam pengembang€rn tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan
pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan rnasyarakat.

Pasal 2
O&IEK DAil RUAI{G LIITGKIIP

{1} Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang
berkaitan dengan urusarl pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
U Pendidikan;
2l Kesehatan;
3) Pekerjaan umurn dan penataan ruang;
4l Perumahan ralgrat dan kawasan permukiman;
5) Ketenteraman, ketertiban urnum, dan perlindungan masyarakat;

dan
6) Sosial.

b. urusan Pernerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar, meliputi:
U Tenaga kerja;
2) Pemberdaya,an perempu€ur dan perlindungan anak;
3) Pangan;
4't Pertanahan;
5) Lingkungan hidup;
6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7l Pemherdayaan masyarakat dan desa;
8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan informatika;
1U Koperasi, usaha kecil, dan menengah;



Lzl Penanaman modal;
13) Kepemudaan dan olahraga;
14) Statistik;
15) Persandian;
16) Kebudayaan;
l7l Perpustakaan; dan
18) Kearsipan.

c. urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
U Perikanan;
2l Pariwisata;
3) Pertanian;
4l Kehutanan;
5) Perdagangan; dan
6) Perindustrian.

d. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, meliputi:
1) Perencanaan;
2l Keuangan;
3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
4l Penelitian dan pengembangan.

e. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIIIAI(.

Pasal 3
PET,AIGAITAAIT

{1) PARA PIIIAI( sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat
teknis operasional akan diatur lebih laniut dalam bentuk Perjanjian Kerja
Sama sesuai ketentuan yang herlaku.

(21 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagairaana dimaksud dalarn ayat (1),
PARA PIIIAI( menguasakan kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEUBIAYAAN

Pelaksanaan Kese Bersarrra ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dihebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-
masing PIIIAI( serta sumber lain yang sah dan tidak rnengikat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JAITGKA WAI(TU

(U Kesepakatan Bersarna ini berlaku untr.lk jangka waktu S [ima) tahun
terhitung sejak ditandatarrganinya Kesepakatan Elersama ini dan dapat
diperbarui atas kesepakatan PARA PIIIAIL

(21 Setiap 6 (enam) bulan sekali, PARA PIIIAI( dapat mengadakan evaluasi
kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) PIHAI( yang ingin mengakhiri a"tau memperpanjang Kesepakatan Bersama
ini harus memberitahukan maksud tersehut secara terfulis kepada PIIIAI(
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.



Pasal 6
ST'RAT.UEITYURAT

(1) Semua surat-men1rurat atau pemberitahuzrn yang wajib dan perlu dilakukan
oleh PARA PIIIAI( dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan
secara terlulis atau melalui surat elehronik dengan alamat :

a. PIIIAI( KESATT,
Bagiaa Kerja Saea S€kretariat Daera& Kota Padqrtg
Alarnat : Jalan Bagindo Aaz Chanr No. 1 B54rass Aie Pacah,

Padang
No Telp : {o7s1}- 8os1o21 / {o7s1} 8os1o19
Email : bagiankerjasarnapadan@gmail.com

b. PIIIAI( I{EDIIA
Bagiao Ilukoro dan Kerjasama Sehetariat Iherah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Strrya Nomor 1, Surabaya
No Telp / Fax : (O31) 5345689, {O31} 5312744 pswt 37O
Email : hukurndankerjasana@surabaya.go.id

{2', Setiap peruba}ran alarnat daur, I atam informasi yang terjadi terhadap PARA
PIIIAIL maka PIIIAK yang mengalami perubahan tersebut, wajib
memberitahukannya secara tertulis kepada PIIIAI( yang lainnya.

t3) Kelalaian PIIIAK yarrg mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada
PIIIAK yang lainnya, maka segala akibat yang timbut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab yang bersangkutan-

(4) Segala bentuk korespndensi atau surat-men5rurat yang dilakukan PARA
PIIIAI( dalarn hal plaksanaan Kesepakatan Bersama iai juga menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasat 7
LIUil.I,AIIT

(U Segala sesuatu yang belum atam tidak cukup diatur dalam Kesepakatan
Bersama ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan
{a.ddendum} tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan denga-n Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

(21 Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan
kepemirnpinan/jabatan pada satah satu PIIIAIL

(3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang
ditunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini, maka
Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yaflg membidangi pelaksanaan Kesepakatan Bersarrra ini.



Demikian Kesepakatan Bersanna ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat
dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantararrya bermeterai cukup masing-masing
untuk PARA PIIIAI( dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KESATU,

SEPTA


